ABSTRAK

Muhammad Husain Hadihartono (1213050123): Penegakan Hukum terhadap

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan bermodus Begal Motor
Dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian (Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian
hukum dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal
motor merupakan suatu kejahatan yang amat meresahkan dan semakin marak
terjadi dalam masyarakat. Pada tahun 2021-2023 terdapat 204 laporan kasus dan
tercatat hanya 105 kasus yang terselesaikan dengan persentase penyelesaian tindak
pidana paling rendah di tahun 2022. Dari data kasus tersebut menunjukan bahwa
terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap
tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di Polrestabes
Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pelaksanaan penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor
di wilayah Kota Bandung, 2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi Polrestabes
Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan
bermodus begal motor, dan 3) Upaya yang dilakukan Polrestabes Bandung untuk
mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian
dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah Kota Bandung

Penelitian ini menggunakan teori teori penegakan hukum yang
dikemukakkan menurut Soerjono Soekanto sebagai kerangka acuan yang memuat
lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri,
faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor
kebudayaan.

Penelitian in1 menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum di lapangan serta
kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana pencurian dengan
kekerasan bermodus begal motor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana
pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor oleh Polrestabes Bandung telah
dilaksanakan secara baik sesuai KUHAP dan peraturan yang ada. Namun masih
terdapat kendala yang meliputi sulitnya mendapatkan keterangan saksi, sulitnya
pencarian pelaku, dan hilangnya barang bukti. Untuk mengatasi kendala tersebut
Polrestabes Bandung melakukan mempublikasikan DPO secara luas di media
sosial, tindak tegas saksi atau korban jika tidak bersedia memberikan keterangan,
mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta evaluasi
kinerja kepolisian agar selalu meningkatkan kualitas kerja.
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